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KEPUTUSAN
MENTERLI PENDIDTKAN DAN KEBUDAY f\AN
REPUBLIK INDONMIESIA

NOMOR 0313/0/1993
TENTANG
PIENDBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAIL TAUUN PIELAJARAN 1992,1993

.’\-IET\’TER_I PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

'."\;In:ninm-.*.n;; buliwa untuk memperluas daya lampung m_w_nm didik dan meningkatkan

i mutu_peserta didix dipandang perlu membuka Twinan Kanak-kanak (TK),
Sckolal Lanjutan Tingkat Pertama (S1UTP), dan Sekolah Lanjutan "Tingkat
D ~Atas (SLTA) Negeri baru dan menegerikan SLTP dan SLTA Siwasta yang
' telaly memenuhi persyaratan untuk menjadi SITP dan SLTA Negeri,
{“\ Nenginoat Fo Unding-undang Namor 2 Tahun 1989
- 2, Peraturan Pemerintah
" : 2. Nomor 27 Tahun 1990
: L. Momor 28 Tahun 1990;
; ¢, Nomor 29 Tahun 1990,
3. Keputusan Presiden Republik Tedonesio
A, Nomer 44 Tahun 1974, -
b, Nomore [5 Falwn 1984 yany el Leberapi kall diubih
e 1’:1}:]':':!?’?‘1;:131;:1:1 Keputusan Uresiden Republis indonesia Nomer 67
T b i’%l; :
: c. Nomor 29 Tabun 1984 sebagaimana wlih diubah dengan Kepuusan
| Fresiden Republik Indonesin Nomor 6 'Puhun 1992,
d, Momor 96/M Tahun 1993,
4. Keputusan Menteri Pendidikan dup Kebughivin
w, Momor 0296/0/1978 Giogpal 2 Sapreniber 1978,
E b, Momer 0370/0/1978 anggsl 22 Desenber 1978,
: ¢, Momor 0371/0/1978 tanggal 22 Deneinber 1978,
ol d. Nomor  090/07/1979 tngpal 26 e 1979;
¢, Momor 0222h/0/1930 tanggal 11 Sepieimber 1980;
- f. Nomor 087/0/1983 tangeal 28 Pebroar 1083,
2. Nomer 0172/0/1983 tangpal 14 Mmet . 1983;
h. Nomor 0172/G/1983 tanggal 14 Miuct 1983;
i. Nomor 0262/0/1984 tangpal 14 Juni 1984
j. Nomor O?dS;’U!lQSSlirglg‘ 5 Juni . 1985;
K. Nomar Q0G4/0/1987 wangpal 16 Innuavi 1987,

Mewperhatikan @ Persetujuan Menteri Negara Dendayagunusn "Aparatur Negara dengan
suralt Nomor B-798/1/1993 tanggal 10 Apustes 1993,

H e
,MENMUTTUS K AN
Vienetaphan i .
Pertama ¢ Membuka Taman Kanak-kanak ('), Seiolah Lanjutan Tingkat Pertama
' ((SIATP), dan Sekolah Lanjutan Finpkat Aws (SLTA) MNegeri serta
: nnnLum}.un SLTE dan SLTA Swasta vang telah memenuhi persyaratan

penegerian SLTP dan SLT'A Negeri- p;uL. sehernpa Propinsi di Indonesia
sebagaimana tercantum dalam Lampican Feputusan ini.
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Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja serla struklur
organisasi TK, SLTP, dan SLTA Negeri pada dikium "Pertama”adalah
sebagaimana tercamtum dalam Lampiran [, I, I, dan LV diatur scguui
dengan ketentuan dalam Keputusan Nenteri Pendidikan dan Kebudayaa :

% Nemor 0296/Q/1978 tanggal 2 Seplenber 1978,

i
b, Nomor 0370/0/1978 langgal 22 Desember 1978,
& Mamor 0371/0/71978 g 28 Rasember 1994,

<. Nomor ; 090/0/1979 langgal 26 Med . 1979,

g o

f Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayali Deparlemen Pendidikan dan

Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum "Pertama®

it
l

bagl sekolah yang berada di wilayahnya,
Biaya untuk keperluan pelaksanaan <eputusan ini bagi masing-masing
Propinsi dibebankan pada mata angguran yang sesusi sebagaimana tersebut

dalam kolom 7 Zampiran V Keputusan ini,

Dengan berlakunya Keputusan ini juilah -

a. TK Negeri GO Liuah;
L. SMP " MNegeri 8. 119 Luah;
. SMA  Negeri 2,259 bhuali;
. SMIK  Negeri 20 Luali;
¢ SMIP'S Neperi . 15 Dualy;
. SMEA Neper 340 buah;
fi. STM  Meyperi 174 baah;
e ML Pertanian Meperi 34 buah,

terdapat di 27 (dua puluh ioh) Propinsi o Indonesia.

Keputugan int mulai berlaku padi angpnl | April 1993,

Ditetapkan di Juknrin
pada tangpal 23 Apusius 1993

MENTER] PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

td,

Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

cputusan ini disampaikan ..., i

]



. s
rd '

i oA NAN Keputusan ini disampaikan Repada :
L. Menlteri Nepara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; .
3. Sekrelaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayuan;
q, Inapekivr Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebuduyaan:
Je Direktur Jendern! diluns Hogkungin Bapariem, b ul o i
' " Kebudayaan; .
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan
Kebudayaan: ' '
b tis Dirckiorat Tenderal, Inspekiorat Jenderal, dan
an Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
s. @ Biro, Direktur, Kepala Pusat, dun Inpektur dalium
.-g_;a;u'.‘.gm Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- 2 Kepala Kantor Yilayah Departemen PendidikQan dan Kebudayaan di X

seluruh Indonesia;
-

Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 di seluruh Indonesia;
Badan Administrasi Kepegawaian Megara;

O

Badan Pemeriksa Keuangan:

LY S e 10D

Direklorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;

Kuntor Perbendakaraan dan Kas Negara di seluruls Indonesta;

e b

Yang bersanpkutan untuk Jipergunakan seperlinya.

Suiinan sesust dengan astinya
Biro, Hukum dun Hubangan Masysrskat
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